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KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

Nomor: 04/ K8 /Ksap - KT6 /2019
Nomor: 4 /25/HUK/2019

TENTANG
PARTICIPATING INTEREST 10% KONTRAKTOR KONTRAK KERJASAMA
OPHIR INDONESIiA BANGKANAI DI WILATYTAH KERJA BANGKANAI

Pada hari ini, Senin tanggal Satu bulan April tahun dua ribu sembilan belas

bertempat di Palangka Raya, kami vang bertanda tangan di bawah ini:

I. H.SUGIANTO SABRAN : Gubernur Kalimantan Tengah.
berkedudukan di Palangka Raya Jalan
R.T.A. Milono Nomor 01, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah,
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. H. NADALSYAH :  Bupati Barito Utlara, berkedudukan
di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 706
Muara Teweh, dalam hal ini bertindals
untuk dan atas nama serta sah mewalkili
Pemerintah  Kabupaten Barito Utara
sclaku  koordinator  pembina  dan
pengawasan terhadap perangkat daerah,
vang, selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA
PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.
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Selanfutnya denpan memperhatikion ketentuan peraturan perundang-undingin
U bawah ing

I Undang-Undong Nomor 21 Tohun 1938 tenng Penetapn  nedarg-
Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah
Swatantra Tingleat I Kalimantan Tengah don Perubnhan Undang-Undang
Nomor 25 Tohun 1950 Teatang Pembentukan Daerah-dacrah Swatantra
Fingkat T Kalimantan Barat, Kallmantan Sclatin Dan Kalimantan Timur
(Lembaran Negara Republik (ndonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  1284) sebagai Undang-
Undang (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

re

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tenlang Penctapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1933 tentang Pembentukan Dacrah
Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953
Nomor 9] scbagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1939 Nomor
72, Tambahan Lembaran Nepara Republilk Indonesia Nomor 1820,
stbagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daeran Tingkat Il Tanah Laut,
Dacrah Tingkat Il Tapin dan Daerah Tingkat 1l Tabalong dengan Mengubah
Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1939 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1939 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I1 di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27306),
3y Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 lentang Minyak dan Gas Bum:
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan iKedua Atas Undang-Undang, Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara, Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3679);
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3. Peraturan Pemerintali Nomor 15 Tahun 20040 wentang Kegintan Usaha Hulu
Minvak dan Gas Bumi, scbhagaimana telah bebernpa kali diuhah trrukhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Peratirun Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan
Usaha Hulu Minyale dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indanesia
Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomaor 2047),

0. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Dacerah
(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 19);

r Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyalk dan Gas Bumi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2613 Nomao 24,

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk
Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerabh;

0. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara
Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;

10. Peraiuran Menteri Energi dan Sumnber Daya Mineral Nomor 9 Tahun
2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik
Indonesia Talhiun 2013 Nomor 194);

11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016
tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (sepuluh Persen)
Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1795);

12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Wilavali Rerja Minyak dan Gas Bumi yang
Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 544);

13, Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 46 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah

(Berita Dacrah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 46);

Berdasarkan hal-hal tersehut, PARA PIHAK sepakat dan  setuju untuk

mengadakan kesepakatan bersama sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
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BAD 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal |

(1) Maksud dindakannya Kesepakotun Bersama inl adalah sehagai langhkah
owal dalam ranglka  kerjnsama pengelolaan Participating  [nterest 10%,
Kontraktor Kontrak Kerjasama Ophir Indonesia Banglanai di Wilayah Kerja
Bangkanai antara Pemerintanh Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah
Kabupaten Barito Utara.

(2] Tujuan diadakannva kesepakatan bersama ini adalah untuk mendorong
terciptanya sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan
Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam rangka meningkatkan peran

seria dalam pengelolaan Minyale dan Gas oleh Perusanaan Daeran.

BAB 1I
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi @
a. Penerimaan Parficipating Interest 10% (sepuluh persen); dan

b. Pengelola Participating Interest 10% (sepuluh persen).

BAB il
PENERIMAAN PARTICIPATING INTEREST 10% (SEPULUH PERSEN])

Pasal 3

PARA PIHAK secpalkat menunjuk Perusahaan Daerah milik Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah yaitu Perusahaan Daerah Banama Tingang Makmur, vang
peralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 11 Palangka Raya, vang didirikan
berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat | Kalimantan Tengah
Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banama
Tingang Makmur (LembaranDacrah Provinsi Daerah Tingkat | Kalimantan Tengah
Tahun 1995 Nomor 9 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2014
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat |
Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pembentukan Perusahaan
Daerah Banama Tingang Makmur (Lembaran Dacrah Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2014 Nomor 0, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor 72), schagai Perusahaan Daerah yang akan menjad: penerima Participaring
Interest 10% dari Kontraktor Kontrak Kerjasama Ophir Indonesia Bangkanai

di Wilayah Kerja Bangkanal.
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BAB IV
PENGELOLA PARTICIPATING INTEREST 10% (SEPULUH PERSEN)

Pasal

(1) PARA PIHAK scpakat untule pengelolaan  Participating - Interest 10%0
(sepuluh persen) akan dibentuk anank Perusabaan Daerah Danama Tingang
Makmur vang bidang usahanyva khusus menangani Participating interesi
10% (sepulun persen|.

(2) Kepemilikan saham anak Perusahaan scbagaimana dimaksud pada ayvat (1)
adalah 50% (lima puluh persen) milik Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah dan 50% (lima pulub persen) milik Pemerintah Kabupaten Barito

Utara.

BABV
PEMBIAYAAN

Pasal 5
Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini
dibebankan pada anggaran PARA PIHAK scsual dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

(1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan
Bersama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu
perubahan/addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Kesepakatan Bersama ini.

(2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas
persetujuan PARA PIHAK.

(3) Apabila dikemudian har terjadi perbedaan penalsiran dalam pelaksanaan
Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara

musyawarah dan muflakat.
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BAB X
PENUTUP
Pasal 7
Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan
dan tahun scbagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama, dalam
rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan

hukum vang sama setelah ditanda tangani PARA PIHAK.
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